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IBARAT dalam sepakbola, desaw-
isata di Kulonprogo berhasil melaku-
kan quattrick. 4 kali berturut-turut ma-
suk dalam jajaran 50 desa wiata ter-
baik di Indonesia. Tahun 2024 ini desa
wisata Jatimulyo, menjadi pilihan se-
bagai desa wisata yang menerapkan
wisata hijau.

Menparekraf Sandiaga Uno ketika
berkunjung ke desa tersebut, menye-
but Jatimulyo memprediksi desa wisa-
ta tersebut akan jadi magnet wisa-
tawan asing, karena punya potensi
yang menarik. Apalagi lokasinya di
Kulonprogo, dekat dengan Yogyakarta
International Airport (YIA) (KR 22/7).

Menparekraf meyakini bahwa trans-
formasi pariwisata Indonesia menuju
pariwisata hijau akan membuka lebih
banyak peluang kerja bagi masyara-
kat. Indonesia memiliki potensi wisata
alam yang sangat besar, dengan lebih
dari 17.000 pulau dan kekayaan alam
yang melimpah. Pemerintah Indonesia
telah memperkuat upaya untuk mem-
promosikan pariwisata alam sebagai
sumber pendapatan utama, yang da-
pat meningkatkan kunjungan wisa-
tawan dan pendapatan dari sektor
pariwisata di masa depan.

Di era industri 4.0 seperti sekarang
ini pembangunan dalam aspek per-
ekonomian semakin dikembangkan,
pemerintah semakin gencar mendo-
rong perekonomian nasional khusus-
nya dalam bidang pariwisata yang ada
di desa,

Beberapa destinasi wisata di Indo-
nesia telah menerapkan prinsip-prinsip
pariwisata berkelanjutan, seperti
Taman Nasional Baluran dan Taman
Nasional Ujung Kulon termasuk desa
wisata di Kulonprogo tersewut.
Destinasi-destinasi ini mengutamakan
konservasi alam, kesejahteraan ma-
syarakat lokal, dan pelestarian bu-
daya, yang menunjukkan potensi pari-
wisata hijau untuk berkembang.

Masa depan pariwisata hijau di
Indonesia sangat berpeluang untuk
berkembang dan membuka lebih
banyak kesempatan kerja berkualitas.

Pariwisata yang tidak berkelanjutan
dapat memiliki dampak merusak ter-
hadap lingkungan, seperti merusak
ekosistem lokal dan meningkatkan po-
lusi udara dan sampah.

Beberapa daerah pariwisata di In-
donesia mengalami pembangunan

Ekonomi Lokal Pariwisata Hijau

yang berlebihan, menghabiskan ka-
wasan alam yang berharga dan meng-
abaikan warisan budaya dan kearifan
lokal.

Pariwisata yang tidak berkelanjutan
dapat menyebabkan penyimpangan
budaya, seperti komersialisasi budaya
dan peniruan yang salah, ketika pe-
ngunjung yang tidak menghargai adat
dan tradisi lokal membanijiri kawasan
wisata. Upaya untuk Meningkatkan
Pariwisata Hijau, diperlukan antara lain
dalam penggunaan teknologi hijau.
Pendekatan hijau dalam pariwisata
berkelanjutan melibatkan penggunaan
sumber daya yang hemat energi,
ramah lingkungan, dan terbarukan,
seperti hotel yang menggunakan ener-
gi surya dan panel tenaga surya.

Pemberdayaan komunitas lokal
adalah kunci pariwisata berkelanjutan.
Ketika masyarakat setempat terlibat
dalam pengembangan dan pengelola-
an pariwisata, mereka dapat merasa-
kan manfaat ekonomi yang berkelan-
jutan dan mempertahankan warisan
budaya mereka.

Peran edukasi sangat penting
dalam meningkatkan kesadaran ten-
tang keberlanjutan, termasuk melalui
program-program pendidikan tentang
keberlanjutan dalam pariwisata.

Dengan menghadapi tantangan dan
memanfaatkan potensi yang ada,
Indonesia berpeluang untuk mengem-
bangkan pariwisata hijau yang berke-
lanjutan, membuka lebih banyak pelu-
ang kerja, dan menjaga keberlanjutan
lingkungan dan budaya.

Pariwisata hijau dapat meningkat-
kan ekonomi lokal melalui berbagai
cara, termasuk peningkatan pendapat-
an, peluang kerja, dan investasi, serta
melalui pendekatan yang berkelanjut-
an yang mempertahankan lingkungan
dan masyarakat lokal.

Melalui wisatawan yang peduli ter-
hadap lingkungan dan budaya lokal.
Wisatawan ini cenderung meng-
habiskan lebih banyak uang di daerah
tempat mereka berwisata, yang dapat
meningkatkan pendapatan lokal.
Pariwisata hijau membuka peluang
kerja baru di sektor-sektor seperti
ekowisata, agrowisata, dan pengelola-
an destinasi wisata yang berkelanjut-
an. Ini termasuk pekerjaan di bidang
konservasi, pertanian organik, dan pe-
ngelolaan lingkungan. (**)-d
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Pudarnya Etika Politik

SUNGGUH menarik pendapat Prof
Ahmad Syafii Maiarif (alm) dalam
buku Etika Politik (2015: 66) tentang
realitas elite politik yang cenderung
dengan budaya bohong dan korup.
Kebohongan dan budaya korup terjadi
karena hilangnya rasa malu. Ketika
elite politik tidak lagi memiliki rasa
malu, nilai etika pun kian pudar.
Orientasi yang ada dalam pikiran
mereka hanya kekuasaan. Ketika rasa
malu sudah tidak ada,
kekuasaan pun diraih dan diper-
tahankan dengan menghalalkan
segala cara. Dalam kondisi
seperti ini, mata dan telinga
mereka pun seolah ibutai dan
itulil, sehingga mereka tidak
peduli lagi dengan berbagai kri-
tik yang muncul di tengah ma-
syarakat.

Elite politik dalam memperta-
hankan jabatan politik, begitu li-
hai memainkan retorika politik
dengan berbagai cara yang serba
apologis untuk membela diri.
Banyak pilihan kata yang di-
pakai elite politik dalam rangka
pembelaan diri, agar mereka seo-
lah kelihatan bersih dan mem-
bela  kepentingan rakyat.
Retorika politik dengan model
eufemisme dalam upaya mem-
bela diri sudah biasa dilakukan
elite politik. Ada politisi yang
mengatakan, itidak ada dinasti
politik, karena mereka dipilih
langsung oleh rakyati, ikorupsi adalah
musuh bersamai atau imari kita beran-
tas korupsi sampai ke akar-akarnyai.
Namun tragisnya, banyak pejabat
yang begitu semangat menyampaikan
retorika antikorupsi, justru ditangkap
KPK karena kasus korupsi.

Retorika politik yang penuh kebo-
hongan, menurut Deliar Noor (2003:
127), membuat etika politik tercerabut
dari akarnya. Artinya begitu sulit men-
dapatkan nilai kejujuran dari ucapan
dan tindakan elite politik. Mereka cen-
derung memakai bahasa eufemisme
yang penuh kepura-puraan, dengan
berbagai topeng kepalsuan. Setiap ka-
ta yang mereka ucapkan tidak lagi
dipikirkan nilai kejujurannya, dan
bagaimana efeknya bagi masyarakat.
Lebih memprihatinkan lagi, mereka
menutup mata dan telinga dari
berbagai kritik yang disampaikan ma-
syarakat yang jujur. Justru mereka
mabuk dengan puja puji dari penjilat
politik menyesatkan dengan memberi
informasi yang penuh kepalsuan.

Retorika Politik

Kalau dikaitkan dengan teori komu-

nikasi, dalam komunikasi politik se-

Hamdan Daulay

orang politisi harus bisa memahami
dengan baik bagaimana pesan yang ju-
jur  harus disampaikan, dan
bagaimana efek pesan tersebut bagi
masyarakat. Jangan sampai karena
retorika yang penuh kebohongan,
membuat citra diri kian terpuruk.
Dampak berikutnya, akan menim-

bulkan kebencian dan kemarahan ma-
syarakat.

Tokoh politik yang baik seharusnya
mampu memilih pesan yang komu-
nikatif (dengan mengutamakan kejuju-
ran) walau dirasakan pahit mengucap-
kannya. Sebab kata-kata yang jujur
dari seorang tokoh/pemimpin justru sa-
ngat dihargai masyarakat. Pemimpin
yang jujur mau mengakui kesalahan-
nya, lebih dihormati dibanding dengan
tokoh yang penuh retorika kebohongan
dan topeng-topeng kepalsuan.

Budaya bohong dalam komunikasi
politik menjadi kian sulit dihindari
saat perilaku tersebut mendapat du-
kungan dari masyarakat. Cara pan-
dang masyarakat yang menganggap
biasa kebohongan elite politik membu-
at semakin subur praktik politik kebo-
hongan dan kepalsuan. Ketika kebo-
hongan sudah dianggap hal biasa, sa-
ngat sulit menegakkan kejujuran.
Bahkan kalau muncul tokoh politik
yang jujur akan dianggap aneh dan di-
jadikan musuh bersama. Dalam kon-
disi seperti ini sulit mengharapkan civ-
il society mampu melakukan kontrol
sosial secara maksimal kepada rezim

penguasa.
Dilihat dari aspek komunikator (ak-
tor politik), Ramlan Surbakti

(2007:132) menjelaskan ada empat fak-
tor yang mempengaruhi perilaku poli-
tik seorang aktor politik. Pertama, ling-
kungan sosial politik tak langsung,
seperti sistem politik, sistem ekonomi,
sistem budaya, dan media massa.
Kedua, lingkungan sosial politik lang-
sung yang mempengaruhi dan mem-
bentuk kepribadian aktor,
seperti keluarga, agama, seko-
lah, dan kelompok pergaulan.
Ketiga, struktur kepribadian
yang tercermin dalam sikap in-
dividu. Keempat, faktor ling-
kungan sosial politik langsung
berupa situasi, yaitu keadaan
yang mempengaruhi aktor se-
cara langsung ketika hendak
melakukan suatu kegiatan,
seperti keadaan keluarga, ke-
hadiran orang lain, suasana
kelompok, dan ancaman de-

ngan segala bentuknya.
Perilaku aktor politik saat ini
tidak bisa lepas dari empat fak-
tor tersebut, sehingga tokoh poli-
tik yang muncul belum tentu
lahir dari mereka yang lebih
berkualitas. Apalagi dari aspek
lingkungan dan sistem politik
yang muncul dengan maraknya
kebohongan politik, membuat
kian sulit menemukan tokoh
politik yang jujur. Padahal keju-
juran politik harus bisa diaktualisas-
ikan dengan satunya kata dan tin-
dakan. Kualitas seorang tokoh politik
bukanlah pada kehebatannya bermain
retorika, melainkan pada nilai kejuju-
ran pada setiap kata yang diucapkan.
Semakin jujur seorang politisi, semakin
dihormati. Sebaliknya semakin banyak
kebohongan politisi akan dibenci dan di-

caci oleh masyarakat. (*)-d

*)Dr Hamdan Daulay MSi MA,
Ketua Program Magister KPI UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KR-JOKQ SANTOSO

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, teri-
makasih partisipasinya dalam menulis
dan mengirimkan artikel untuk SKH
Kedaulatan Rakyat.  Selanjutnya
redaksi hanya menerima tulisan lewat
email : opinikr@gmail.com dengan
panjang tulisan antara 535 - 575 kata,
dengan mengisi subjek mengenai isu
yang ditulis serta jangan lupa me-
nampilkan fotocopy identitas.
Terimakasih.

Koperasi dan Demokrasi Ekonomi

BULAN Juli ini para pembaca ibarat
panen berita dan artikel mengenai kope-
rasi. Kita tahu, kita punya Bung Hatta
yang dijuluki sebagai Bapak Koperasi.
Akan saya coba menyampaikannya.

Bung Hatta sangat gigih mengan-
jurkan masyarakat Indonesia untuk
berkoperasi. Dari sejarahnya, Bung
Hatta terkesan akan sistem ekonomi dan
perkembangan koperasi di Skandinavia
yang beliau kunjungi dan pelajari pada
tahun 1926 saat masih belajar di Negeri
Belanda.

Adalah Nitisumantri, Ketua SOKRI
(Sentral Organisasi Koperasi Rakyat
Indonesia) yang mengusulkan agar Bung
Hatta dinobatkan menjadi Bapak
Koperasi Indonesia pada Kongres
Koperasi I di Tasikmalaya 1947, antara
lain mengingat pula bahwa Bung Hatta
adalah tokoh yang merumuskan Pasal
33 UUD 1945 sebagai paham idemokrasi
ekonomii. Menurut Des Alwi, Bung
Hatta sudah mulai mempersiapkan ru-
musan Pasal 33 sejak di pembuangan
Boven Digoel.

Mengingat situasi keamanan tanah air
saat itu sedang genting, Bung Hatta ti-
dak bisa hadir ke Tasikmalaya, maka
SOKRI menunda pemberian gelar kepa-
da Bung Hatta sampai Kongres Koperasi
IT berikutnya di Tasikmalaya, 15 Juli
1952,

Barangkali penting untuk mengetahui
siapa itu Nitisumantri yang lahir di
Garut 1901 dan dikenal sebagai tokoh
pejuang sejak zaman kolonial. Ia sempat
dibuang ke Boven Digoel (1927-1931)
tempat pembuangan kolonial yang pa-
ling mengerikan. Sedang Bung Hatta
(dan Bung Sjahrir dkk) dibuang ke
Boven Digoel tahun 1934 karena per-
juangan gigihnya untuk memerdekakan
bangsa Indonesia.

skekek

Barangkali banyak yang belum
menyadari bahwa perkataan ikoperasii
hanya disebut 1 kali saja dalam UUD
1945 (asli) pada Penjelasan. Perkataan
ikoperasii tidak ada sama sekali pada
UUD 2002 hasil amandemen. Tentulah
gerakan koperasi Indonesia berkecil hati,
bahwa koperasi bukan lagi merupakan
pesan konstitusional dalam UUD 2002.

Tan-Sri Zulfikar Yusuf

Pasal 33 UUD 1945 asli ketiga ayatnya
tidak diubah, tidak diamandemen sama
sekali, berarti makna dan dimensinya se-
cara substansial tetap, tidak berubah.
Dengan demikian itu tetap berlaku ke-
seluruhan makna Penjelasan dari Pasal
33 UUD 1945 asli sepenuhnya, sedang
UUD 2002 hasil amandemen tidak me-
miliki Penjelasan sama sekali untuk pa-
sal-pasal dan ayat-ayatnya.

Prof Maria Farida Indrati (mantan
Hakim Mah kamah Konstitusi) menulis
di Mimbar Hukum, Jur nal Berkala FH-
UGM, No. 49/11/2005: iOnamun bagi pa-
sal-pasal yang belum diubah, tentunya
penjelasan pasal-pasal tersebut masih
berlaku dan sesuai dengan makna dan
rumusan pasal-pasalnyaOi.

Dengan kata lain perkataan ibangun
perusahaan yang sesuai dengan itu ialah
ikoperasii tidak hilang dari UUD 2002
dan makna koperasi sebagai wujud
idemokrasi ekonomii; bahwa ikemakmu-
ran masyarakat lebih utama dari ke-
makmuran orang-seorangi; bahwa
ihanya perusahaan yang tidak mengu-
asai hajat hidup orang banyak boleh ada
di tangan orang-seorangi (swasta); bah-
wa ibumi, air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya adalah pokok-
pokok kemakmuran rakyat, sebab itu
harus dikuasai negara dan dipergu-
nakan untuk sebesar-besar

kebersamaan, saling dukung-men-
dukung, saling melengkapi dan saling
bergotong-royong antara para
anggotanya. Lalu ditingkatkan secara
nasional, sistem kerjasama koperasi
meliputi ketiga wadah ekonomi:
Koperasi Swasta dan BUMN, sebagai
sistem demokrasi ekonomi.

Dengan demikian, Indonesia memiliki
sistem ekonomi nasional berdasar tiga
landasan pokok: (1). Bangun perusahaan
yang sesuai dengan tuntutan konstitusi
adalah koperasi; (2). Sistem ekonomi
Indonesia berdasar idemokrasi ekonomii
(Penjelasan Pasal 33 yang tidak pernah
diamandemen), yang menolak kapital-
isme, liberalisme dan persaingan-bebas;
(3). Pemerintahan negara turun tangan,
menata, mengatur jalannya perekonomi-
an ke arah kebersamaan. Hal ini dapat
diartikan Pemerintah tidak boleh mem-
biarkan perekonomian nasional tersusun
sendiri semaunya mengikuti selera
pasar-bebas kapitalistik.

Koperasi tidak akan maju selama ne-
gara memelihara kapitalisme dan liber-
alisme. Pemerintah wajib cawE-cawE
untuk memajukan koperasi.

Bung Hatta merumuskan Penjelasan
Pasal 33 UUD 1945 sebagai paham
idemokrasi ekonomii. Barangkali Bung
Hatta patut disebut pula sebagai iBapak
Demokrasi Ekonomii. (*)-d

*)Tan-Sri Zulfikar Yusuf, pakar per-

koperasian.

kemakmuran rakyati; maka
keseluruhan kalimat terse-
but tetap berlaku pada UUD
2002.

Pandangan Prof Maria itu
secara rasional mendapat
dukungan sepenuhnya dari
para  tokoh  koperasi
Indonesia, termasuk man-
tan Ketua Dewan Koperasi
Indonesia, Sri Edi Swasono.

e Ratusan hektar ladang pertanian Gunung-
kidul kekeringan.

-- Masalah rutin yang perlu solusi saat
kemarau.

Koperasi menolak sistem
ekonomi kapitalisme yang
mendasarkan pada liberal-
isme dan persaingan-bebas.
Koperasi mendasarkan pada
kerjasama, mengutamakan

Fojok KR

Penambangan illegal Gunungkidul ditutup.
-- Lokasi lain menyusul?.

KPK diminta usut 'mark up’ impor beras.
-- Masih saja tidak pernah jera.
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